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Abstract 
The aim of this research is to analyze and evaluate the sacred value of religious oaths in judicial 
practice in Indonesia. Religious oaths play an important role in the legal system, as a symbol 
of moral responsibility and integrity of witnesses and other parties involved in the legal 
process. This research uses normative and empirical legal approaches to provide a 
comprehensive picture of the application of religious oaths in court. A prescriptive legal 
approach is carried out through a literature review of relevant laws and regulations, legal 
theory and court decisions. This study found that religious oaths are still considered an 
important part of the legal process in Indonesia, which can increase the credibility of 
testimony. However, there are challenges in its implementation, such as differences in 
interpretation and understanding of religious vows between parties. This study recommends 
increasing understanding and awareness of the importance of religious oaths through legal 
education and training for law enforcement officers. The sacred value of religious oaths 
remains relevant and important in ensuring justice and integrity in the judicial process. This 
research contributes to the development of more effective and fair legal policies regarding 
the use of religious oaths in court 
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Abstrak 
Tujuan penelitian ini adalah menganalisis dan mengevaluasi nilai sakral sumpah agama dalam 
praktik peradilan di Indonesia. Sumpah keagamaan memegang peranan penting dalam sistem 
hukum, sebagai simbol tanggung jawab moral dan integritas saksi dan pihak lain yang terlibat 
dalam proses hukum. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif dan empiris 
untuk memberikan gambaran menyeluruh tentang penerapan sumpah agama di pengadilan. 
Pendekatan hukum preskriptif dilakukan melalui kajian literatur terhadap peraturan 
perundang-undangan, teori hukum, dan putusan pengadilan yang relevan. Studi ini 
menemukan bahwa sumpah keagamaan masih dianggap sebagai bagian penting dari proses 
hukum di Indonesia, yang dapat meningkatkan kredibilitas kesaksian. Namun terdapat 
tantangan dalam implementasinya, seperti perbedaan penafsiran dan pemahaman sumpah 
keagamaan antar pihak. Kajian ini merekomendasikan peningkatan pemahaman dan 
kesadaran akan pentingnya sumpah agama melalui pendidikan dan pelatihan hukum bagi 
aparat penegak hukum. Nilai sakral sumpah keagamaan tetap relevan dan penting dalam 
menjamin keadilan dan integritas dalam proses peradilan. Penelitian ini berkontribusi 
terhadap pengembangan kebijakan hukum yang lebih efektif dan adil terkait penggunaan 
sumpah agama di pengadilan. 
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Pendahuluan  

Dalam sistem hukum di banyak negara, termasuk Indonesia, sumpah keagamaan 

memegang peranan yang sangat penting dalam berbagai proses hukum. Sumpah agama 

bukan sekadar ritual atau formalitas yang harus dilakukan, melainkan simbol tanggung jawab 

moral dan integritas seorang saksi atau pihak lain yang terlibat dalam suatu proses hukum 

(Setiadi, 2020) 

Sumpah merupakan bagian penting dari prosedur hukum di Indonesia sejak zaman 

kolonial (Manan & SH, 2019). Pada masa itu, sumpah agama khusus ditujukan kepada para 

saksi atau pihak yang memberikan kesaksian di hadapan hakim. Bahkan di zaman modern saat 

ini, asas sumpah keagamaan dijunjung dan diatur dalam berbagai undang-undang di 

Indonesia, seperti Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHAP) dan Kitab Undang-Undang 

Hukum Perdata (KUHPer).  

Makna Sumpah keagamaan yang dimaksud adalah janji yang dibuat atas nama Tuhan 

atau makhluk suci yang diakui dalam suatu keyakinan tertentu.(Meta, 2021). Dalam konteks 

peradilan, sumpah ini diucapkan oleh seorang saksi, terdakwa, atau pihak lain yang terlibat di 

ruang sidang untuk menyatakan bahwa keterangan yang diberikannya adalah benar dan 

diberikan secara jujur. Melanggar sumpah ini tidak hanya merupakan pelanggaran etika 

hukum tetapi juga merupakan pengkhianatan terhadap nilai-nilai agama seseorang (Roni & 

Anzaikhan, 2022) 

Sumpah agama merupakan suatu bentuk janji dimana seseorang meneguhkan sesuatu 

atau menuntut kebenaran suatu pernyataan dihadapan Tuhan dan menurut hukum(Dharma, 

2020). Dalam praktik peradilan, sumpah agama seringkali digunakan sebagai alat untuk 

menegaskan kebenaran atau keandalan pernyataan pihak yang mengambil sumpah. Sumpah 

agama mempunyai peranan penting dalam mendukung proses hukum. Sumpah agama dapat 

menjadi alat untuk menemukan kebenaran dalam litigasi, menanamkan kepercayaan pada 

hakim dan pemangku kepentingan, serta menjaga integritas sistem peradilan. 

Dalam praktik peradilan, makna dan nilai sakral sumpah agama sangatlah penting 

(Ahmad, 2021). Pemahaman yang mendalam tentang sumpah agama membantu mereka yang 

terlibat memahami tujuan dan akibat hukumnya. Di bidang peradilan, sumpah keagamaan 

berperan penting dalam menjamin kejujuran dan integritas saksi dan pemangku kepentingan 

lainnya (Rahmaddani, 2023). Pertanyaan mendasar yang muncul kemudian adalah bagaimana 
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nilai sakral sumpah keagamaan tersebut dapat berhasil ditegakkan dan dilaksanakan dalam 

praktik peradilan kontemporer di Indonesia. Artikel ini mengkaji secara rinci berbagai aspek 

terkait penggunaan sumpah agama dalam sistem peradilan, termasuk landasan teori, praktik 

yang dapat diterapkan, dan tantangan yang dihadapi dalam menjaga relevansi sumpah agama 

di masa modern  

 

Dasar Hukum yang Mengatur Sumpah Agama dalam Praktik Peradilan 

Dalam hukum acara perdata di Indonesia, penggunaan sumpah agama diatur dalam 

Pasal 184 hingga 187 Hukum Acara Perdata. Pasal-pasal ini menjelaskan prosedur penggunaan 

sumpah agama sebagai bukti atau alat untuk menguatkan keterangan pihak yang bersumpah 

(Kirana, 2023). Dalam hukum acara pidana, sumpah agama diatur dalam Pasal 69 hingga 72 

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Pasal  160  ayat  (3)  KUHAP  mensyaratkan  

sumpah saksi  sehat  secara  hukum  dan moral. Pasal-pasal ini menentukan ketentuan 

mengenai sumpah agama sebagai alat bukti, serta tindakan hukum yang dapat diambil 

terhadap orang yang tidak berkewajiban bersumpah. 

Terdapat landasan konstitusional dalam penggunaan sumpah keagamaan dalam 

praktik peradilan. Pasal 29 UUD 1945 menyatakan bahwa setiap warga negara mempunyai 

kebebasan untuk mengamalkan agama dan beribadah menurut agama dan kepercayaannya 

masing-masing. Oleh karena itu, penggunaan sumpah agama dalam praktik peradilan dinilai 

sejalan dengan prinsip kebebasan beragama. 

Nilai Sakral Sumpah Agama 

Sumpah agama menempati posisi yang sangat sakral dalam proses peradilan 

(Handayani, 2015) Ini bukan sekadar janji atau komitmen biasa, melainkan sebuah ikrar yang 

diucapkan di hadapan Tuhan Yang Maha Esa. Dalam banyak agama, melanggar sumpah yang 

telah diucapkan dianggap sebagai dosa besar yang dapat mempengaruhi kehidupan spiritual 

seseorang (Kusmayanti, 2020). Pertama adalah Kejujuran dan Kebenaran, Sumpah agama 

mengatur agar saksi atau pihak yang bersumpah berbicara jujur dan benar (Agustina, 2019; 

Kusuma, Aziz, Azzahra, & Ilham, 2022). Dengan sumpah ini, diharapkan tidak ada satu pun 

orang yang berani memberikan keterangan palsu atau menyesatkan. Kedua adalah Tanggung 

Jawab Moral. Dengan sumpah agama, seseorang memikul tanggung jawab moral yang lebih 

tinggi dari sekedar hukum dunia. Hal ini menimbulkan rasa takut akan kebohongan, yang bisa 
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berakibat buruk tidak hanya di kehidupan ini, tapi juga di akhirat. Ketiga merupakan 

Kepercayaan Masyarakat, Sumpah agama memperkuat kepercayaan masyarakat pada sistem 

peradilan (Mulhimmah & Jalilah, 2024). Ketika saksi memberikan sumpah atas nama Tuhan, 

masyarakat yakin bahwa kebenaran dan keadilan akan ditegakkan. 

Praktik Sumpah Agama di Pengadilan Indonesia 

Prosedur pengambilan sumpah agama di Indonesia diatur dengan sangat detail dalam 

berbagai undang-undang (Ratu, 2021) . Saksi atau pihak yang diminta untuk bersaksi harus 

bersumpah sesuai dengan keyakinan agama yang dianutnya (Kusuma et al., 2022). Praktik 

Sumpah dalam Islam dapat diucapkan dengan kata "Demi Allah, saya bersumpah bahwa saya 

akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya, tidak lain dari yang sebenarnya." 

Dalam agama  Kristen atau Katolik biasanya diucapkan dengan kata "Demi Tuhan, saya 

bersumpah bahwa saya sekarang hingga seterusnya akan mengatakan kebenaran, hanya 

kebenaran, tidak lain dari kebenaran." Sedangkan senada juga dalam agama Hindu yang 

biasanya diucapkan dengan "Om Atah Paramawisesa, saya bersumpah bahwa saya akan 

memberikan keterangan yang sebenar-benarnya, tidak lain dari yang sebenarnya." Agama 

Buddha juga menucapkan dengan perkataan yang sakral seperti "Demi Sang Buddha, saya 

bersumpah bahwa saya akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya, tidak lain dari 

yang sebenarnya."(Meta, 2021) 

Pengucapan sumpah ini disaksikan oleh hakim, jaksa, pengacara, dan pihak-pihak yang 

terlibat dalam persidangan (Arliman, 2015), menjadikan sumpah tersebut sebagai komitmen 

yang terikat secara sah di hadapan hukum dan agama. 

Metode  

Penelitian ini menggunakan metodologi penelitian hukum normatif yang fokus 

mengkaji peraturan hukum, doktrin hukum, dan literatur hukum terkait nilai sakral sumpah 

agama dalam praktik peradilan. Pendekatan ini terdiri dari pendekatan hukum dan 

pendekatan sejarah. Pendekatan ini digunakan untuk menganalisis asas-asas hukum yang 

berlaku dan implementasinya dalam praktik peradilan. Data dan informasi yang terkumpul 

akan dianalisis secara kualitatif dengan membandingkan konsep, teori yang mendasari, dan 

pendapat yang terdapat dalam berbagai referensi dan mencari hubungan di antara keduanya. 

 

Hasil dan Pembahasan  
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Keberagaman Agama dalam Praktik Peradilan 

Sumpah tersebut melindungi kebebasan beragama dalam praktik peradilan dan 

dijamin oleh konstitusi dan hukum Indonesia. Hakim dan semua pihak yang terlibat dalam 

proses hukum mempunyai kewajiban untuk melindungi kebebasan beragama setiap individu, 

termasuk dalam penggunaan sumpah agama. (Arliman, 2015; Karya, 2023) 

Menjaga netralitas dan non-diskriminasi terhadap penganut agama yang berbeda, 

para hakim harus menjaga keberagaman agama dalam praktik peradilan. (Aisyah, 2018) 

agama yang berbeda. Hal ini penting agar proses hukum dapat berjalan adil dan menghormati 

hak asasi manusia. 

Hakim memiliki tanggung jawab untuk menghormati keberagaman agama dalam 

praktik peradilan. Mereka harus menciptakan lingkungan yang inklusif dan tidak memihak 

kepada satu agama tertentu (Gonadi & Djajaputra, 2023). Dalam penggunaan sumpah agama, 

hakim harus memastikan bahwa perbedaan agama tidak mempengaruhi keputusan yang 

diambil. 

Kontroversi dan Perdebatan Mengenai Sumpah Agama dalam Praktik Peradilan 

Para pendukung penggunaan sumpah agama dalam praktik peradilan berpendapat 

bahwa sumpah agama dapat menjadi alat yang efektif dalam memperoleh bukti yang kuat 

(Munthe, 2016; Saenah, 2017). Mereka berpendapat bahwa sumpah agama mencerminkan 

keyakinan yang mendalam dan dapat menekankan pentingnya kebenaran dalam kasus 

hukum. 

Kritik terhadap kelayakan penggunaan sumpah agama dalam praktik peradilan 

berpendapat bahwa penggunaan sumpah agama dalam praktik peradilan merupakan hal yang 

kontroversial dan dapat mempengaruhi objektivitas hakim. Mereka menilai keandalan 

sumpah agama tidak dapat dijamin dan dapat menimbulkan prasangka buruk terhadap pihak 

yang mengambil sumpah. 

Dalam kasus-kasus yang kontroversial, terdapat alternatif atau pendekatan lain yang 

dapat digunakan tanpa menggunakan sumpah agama. Contohnya adalah mengandalkan bukti 

forensik, ahli, atau analisis yang lebih mendalam terhadap fakta dan argumen yang disajikan. 

Mengatasi Tantangan dan Meningkatkan Efektivitas Sumpah Agama dalam Praktik Peradilan 

Pendidikan, pelatihan, dan pengetahuan yang lebih spesifik mengenai sumpah agama 

dapat meningkatkan pemahaman dan keterampilan hakim dan staf peradilan yang menangani 
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perkara yang berkaitan dengan sumpah agama. Hal ini meningkatkan kualitas penggunaan 

sumpah keagamaan sebagai bukti yang efektif. (Gandaika, 2018). Hal disebabkan karena 

sumpah agama di Indonesia masih dianggap sebagai komponen krusial dalam proses 

peradilan, yang mampu memperkuat kepercayaan terhadap kesaksian yang diberikan.  

Metode penggunaan teknologi terkini seperti rekaman audio dan video dapat 

digunakan untuk merekam proses pengambilan sumpah keagamaan. Hal ini membantu 

memperkuat bukti sumpah agama pihak yang bersumpah sekaligus mengurangi keraguan 

atau perselisihan yang mungkin timbul. 

Jika ada pihak yang tidak mau atau menolak mengucapkan sumpah agama, maka 

diperlukan prosedur alternatif yang adil yang dapat diterima oleh para pihak. Pihak yang 

menolak sumpah agama tidak boleh diberikan perlakuan diskriminatif dan harus tetap 

dihormati serta diakui hak-haknya dalam praktik peradilan. 

 

Kesimpulan  

Sumpah agama merupakan sarana  penting untuk memverifikasi dan memperkuat 

kebenaran dalam proses hukum. Nilai sakral sumpah keagamaan yang masih mengakar kuat 

dalam budaya sebagian besar masyarakat Indonesia, harus terus dihormati dan diperkuat agar 

sumpah keagamaan dapat berfungsi secara efektif dalam praktik peradilan. Selain itu, sistem 

peradilan yang adil harus menghormati dan mengakui keberagaman dan keyakinan setiap 

agama. Hakim dan pihak-pihak yang terlibat dalam praktik peradilan harus bersikap netral dan 

tidak melakukan diskriminasi terhadap orang yang berbeda keyakinan. 

Dalam hal pandangan terkait kontroversi seputar penggunaan sumpah agama, 

pemangku keadilan harus tetap menjaga netralitas dan objektivitas. Keputusan yang diambil 

haruslah berdasarkan hukum yang berlaku dan memperhatikan semua aspek yang relevan 

dalam kasus tersebut. Selain itu juga perbedaan interpretasi dan pemahaman mengenai 

sumpah agama di antara berbagai pihak dapat menjadi tantangan dalam pelaksanaan sumpah 

tersebut 
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